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SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG TARIF PELAYANAN AIR MINUM

Menimbang

Mengingat

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat khususnya dalam pembayaran
rekening air minum Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) maka perlu memberikan kesempatan yang
cukup dalam melakukan pembayaran, dari mulai
tanggal 5 (lima) sampai dengan tanggal 20 (dua
puluh) pada setiap bulannya diubah menjadi tanggal
1 (satu) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) pada
setiap bulannya;

bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu
meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor
56 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Air Minum
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten
Semarang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 Tahun 1958
tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja
Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1652);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 5 Tazhun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3500);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4490);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);



Menetapkan

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara
Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah
Air Minum; ,

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun
2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang
Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman
Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening
Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air
Minum;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun
1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan
Daerah Air Minum;

Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor
20/KPTS/2000 tentang Penyediaan Sarana Dan
Prasarana Air Minum;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman
Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana
Wilayah Nomor 409/KPTS/Tahun 2002 tentang
Pedoman Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha
Swasta Dalam Penyelenggaraan Dan/ Atau
Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Semarang Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pendirian
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah
Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1980 Nomor 43
Seri D Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5
Tahun 2006 tentang Pelayanan Air Minum
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006
Nomor 5 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);

Peraturan Bupati Semarang Nomor 56 Tahun 2011
tentang Tarif Pelayanan Air Minum Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Semarang
(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011
Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 56 TAHUN
2011 TENTANG TARIF PELAYANAN AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN
SEMARANG.



Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 56 Tahun 2011
tentang Tarif Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011
Nomor 56) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3
Pembayaran tagihan rekening air minum PDAM wajib dilakukan oleh
pelanggan, dengan ketentuan batas waktu mulai tanggal 1 (satu) sampai
dengan tanggal 20 (dua puluh) pada setiap bulannya.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya  dalam Berita Daerah Kabupaten

Semarang.

Ditetapkan di Ungaran

ta o/~ Os-
ggal (-~ Os- 20r3

Diundangan di Ungaran
pada tanggal o/~ os~ 2002




